BABV
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan
Pelayanan di Setiap Kecamatan di Kota Sungai Penuh, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:
1. Hirarki Pusat Pelayanan Berdasarkan Jumlah Fasilitas (Skalogram)

Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pelayanan di
Kota Sungai Penuh masih belum merata. Kecamatan Sungai Penuh berada pada
orde I dengan 29 unit fasilitas sebagai pusat pelayanan utama. Kecamatan Sungai
Bungkal menempati orde II dengan 23 unit fasilitas, sedangkan Kecamatan Pondok
Tinggi berada pada orde III dengan 20 unit fasilitas. Adapun Kecamatan Pesisir
Bukit (17 unit), Kumun Debai (16 unit), Tanah Kampung (16 unit), Hamparan
Rawang (14 unit), dan Koto Baru (14 unit) berada pada orde IV dengan peran
pelayanan yang relatif terbatas.

2. Klasifikasi Kecamatan dengan Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, wilayah Kota Sungai Penuh

terbagi ke dalam dua kuadran, yaitu:

»  Kuadran I (Wilayah Maju dan Berkembang Cepat): Terdiri dari Kecamatan
Sungai Penuh, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Wilayah ini memiliki
kinerja pelayanan yang unggul dengan jumlah fasilitas dan penduduk di atas
rata-rata kota, sehingga menjadi prioritas utama dalam penguatan peran pusat
pertumbuhan.

»  Kuadran III (Wilayah Berkembang Potensial): Meliputi Kecamatan Kumun
Debai, Pesisir Bukit, Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Koto Baru.
Wilayah-wilayah ini memiliki jumlah fasilitas relatif rendah, tetapi ditopang
oleh jumlah penduduk yang cukup besar sehingga masih berpotensi untuk
dikembangkan sebagai pusat pelayanan.

Tidak terdapat kecamatan yang masuk dalam Kuadran II maupun Kuadran

IV, yang mengindikasikan bahwa karakteristik wilayah di Kota Sungai Penuh

cenderung terbagi ke dalam dua kategori utama: wilayah yang telah berkembang

pesat dan wilayah yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan Kecamatan Sungai
Penuh sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dalam RTRW sejalan dengan hasil
analisis tipologi Klassen. Namun, terdapat perbedaan dalam posisi kecamatan
lainnya. Kecamatan Tanah Kampung, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, dan
Kumun Debai berdasarkan analisis termasuk Kuadran III (berkembang potensial),
tetapi dalam RTRW sudah ditetapkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK).
Perbedaan ini menunjukkan bahwa RTRW memiliki arah kebijakan yang lebih
visioner, dengan memberikan peran strategis bagi kecamatan pinggiran untuk dapat
berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru, meskipun secara kondisi eksisting
fasilitasnya masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis tipologi Klassen
memberikan gambaran faktual mengenai kondisi eksisting, sedangkan RTRW
merepresentasikan arah kebijakan jangka panjang. Perbedaan keduanya
mengindikasikan strategi pemerintah daerah untuk mendorong wilayah yang masih
berkembang potensial agar mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan
pelayanan baru di masa mendatang.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, maka beberapa
saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1.  Penguatan peran pusat pelayanan utama (PPK). Kecamatan Sungai Penuh
sebagai pusat pelayanan kota perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan
kualitas serta kuantitas fasilitasnya, agar mampu memenuhi kebutuhan
pelayanan seluruh wilayah kota secara optimal.

2. Peningkatan fasilitas di wilayah Kuadran III. Kecamatan Tanah Kampung,
Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, Kumun Debai, dan Koto Baru yang masih
tergolong wilayah berkembang potensial perlu mendapat prioritas
pembangunan fasilitas pelayanan dasar, sehingga sejalan dengan arah
kebijakan RTRW yang menetapkan sebagian dari kecamatan tersebut sebagai
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK).

3.  Pemerataan pembangunan antar kecamatan. Pemerintah Kota Sungai Penuh

perlu mendorong pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan,
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agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar antara pusat kota dengan
kecamatan pinggiran.

Integrasi hasil penelitian dengan kebijakan RTRW. Temuan dari analisis
tipologi Klassen dapat menjadi masukan penting dalam perencanaan dan
implementasi RTRW. Perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana
kebijakan perlu dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembangunan
jangka menengah agar kebijakan yang visioner dapat diwujudkan secara
bertahap.

Penelitian lanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada jumlah fasilitas dan
penduduk. Untuk penelitian berikutnya disarankan menambahkan indikator
lain seperti aksesibilitas, jaringan transportasi, dan potensi ekonomi lokal,
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

pusat-pusat pertumbuhan pelayanan di Kota Sungai Penuh
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